
 



 

 

 

ABSTRAK 

Kurangnya status gizi sehat atau lebih sering disebut undernutrition merupakan keadaan 

seseorang di mana jumlah vitalitas (daya hidup) yang diterima lebih sedikit dari vitalitas yang 

digunakan karena jumlah vitalitas yang masuk kurang dari kebutuhan yang disarankan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Karo 

tahun 2021 yaitu 25,3%. Kecamatan yang memiliki angka balita kurus tertinggi yang 

mendapat makanan tambahan (orang) di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 adalah Kecamatan 

Kabanjahe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tata 

Laksana Balita Dengan Masalah Gizi di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Penelitian 

ini menggunakan teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Tata Laksana 

Balita Dengan Masalah Gizi di Kecamatan Kabanjahe cukup baik karena terlaksananya aspek 

standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; sikap para 

pelaksana; serta komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

Faktor pendukung yang terdapat dalam program adalah legitimasi kebijakan yang 

mendukung, dukungan pemerintah, teknologi komunikasi dan alur pendanaan yang baik. 

Faktor penghambat yang terdapat dalam program adalah partisipasi masyarakat, alat ukur 

yang belum sesuai dengan standard dan kondisi wilayah.  

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gizi Balita, Penurunan Stunting 



Pendahuluan 

Setiap warga negara berhak untuk 

terpenuhi keinginan dan haknya serta 

mendapatkan penghormatan dari 

organisasi dan penyelenggara pelayanan 

publik, sebagaimana tercantum dalam 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, penyelenggara pelayanan publik 

dan organisasi pelayanan publik wajib 

menyediakan barang, jasa, dan dukungan 

administrasi kepada seluruh warga negara 

dan penduduk. 

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009, upaya 

kesejahteraan didefinisikan sebagai setiap 

kegiatan atau kombinasi kegiatan yang 

dilakukan secara terkoordinasi dan terkait 

untuk memelihara dan memajukan tingkat 

kesejahteraan umum melalui pengobatan 

infeksi, pencegahan penyakit, dan 

pemulihan kesejahteraan oleh pemerintah 

dan/atau masyarakat. Meningkatkan status 

gizi setiap orang dan masyarakat 

merupakan tujuan dari gizi yang lebih 

baik. Menciptakan model nutrisi berbasis 

nutrisi, mempelajari lebih lanjut tentang 

kesehatan, kebugaran, dan nutrisi, 

mendapatkan akses terhadap layanan 

makanan mutakhir, dan menggabungkan 

sains dan layanan nutrisi adalah empat 

metode untuk mencapai tujuan ini. 

Kurangnya status gizi sehat, juga 

dikenal sebagai undernutrition, dapat 

merupakan kondisi di mana vitalitas yang 

diterima lebih banyak daripada vitalitas 

yang dipakai karena jumlah vitalitas yang 

masuk belum tercukupi dari kebutuhan 

vitalitas yang disarankan (Wardlaw, 2007). 

Indonesia masih menghadapi masalah 

kelebihan dan kekurangan gizi. Termasuk 

dalam kelompok orang yang kelebihan 

berat badan atau kelebihan mikronutrien, 

atau natrium. Ketersediaan semua 

suplemen dalam jumlah yang tepat dan 

kombinasi pada waktu yang tepat 

menentukan status gizi seseorang.  

Malnutrisi menyebabkan stunting 

atau keterlambatan pertumbuhan pada 

anak-anak di seluruh dunia dan hal ini 

paling banyak didapati di negara-negara 

berkembang. Jika pertumbuhan tubuh 

seorang anak berada di bawah median, 

atau di bawah dua standar deviasi Grafik 

Pertumbuhan WHO, dibandingkan dengan 

usianya, maka ia dianggap terhambat. 

Jumlah tersebut terlalu pendek akibat 

kekurangan gizi kronis, yang sering 

dikaitkan dengan stunting. Stunting tidak 

hanya merugikan anak, tetapi juga 

merugikan masa depan suatu bangsa. 

Pada tahun 2019, 2021, angka 

stunting di Indonesia terus menurun 

hingga mencapai 21,6% pada tahun 2022, 

yang merupakan penurunan tertinggi atau 



terendah dalam sepuluh tahun terakhir. 

Angka stunting tahun 2020 tidak terdata 

karena pandemi covid-19. 

Angka gizi buruk atau stunting di 

Sumatera Utara menurun dari 25,8% pada 

tahun 2021 menjadi 21,1% seperti yang 

dilaporkan Survei Status Gizi Indonesia 

(SSGI) tahun 2022. Pemerintah telah 

mengidentifikasi 160 kabupaten/kota 

prioritas dengan 10 desa untuk mengatasi 

stunting sebagai bagian dari tujuannya 

untuk menurunkan kejadian stunting 

hingga kurang dari 20%. Kabupaten Karo 

merupakan salah satu kabupaten di 

Sumatera Utara yang sedang menghadapi 

permasalahan stunting. 

Temuan Status Gizi Balita 

Indonesia (SSGBI) tahun 2019 

mengungkapkan bahwa angka stunting 

pada balita di Kabupaten Karo sebesar 

38,46 persen dan diproyeksikan akan 

menurun menjadi 25,3 persen pada tahun 

2021 yang kemudian menunjukkan bahwa 

prevalensi stunting di Kabupaten Karo 

masih relatif tinggi karena melebihi 

ambang batas WHO sebesar 20%.  

Data statistik Kabupaten Karo 

menunjukkan bahwa jumlah balita gizi 

buruk yang diberi makanan tambahan 

masih terus meningkat, mulai tahun 2016 

hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan 

bahwa permasalahan status gizi, baik 

tinggi maupun rendah, masih menjadi 

perhatian di masyarakat Kabupaten Karo. 

Pada tahun 2020, Kabupaten Kabanjahe 

memiliki 1.832 anak gizi buruk yang 

memerlukan penyediaan makanan tersebut. 

Penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya karena fokus 

penelitian ini adalah mengkaji kegiatan-

kegiatan pemerintah Kecamatan 

Kabanjahe dalam melaksanakan program 

kesehatan tersebut dan faktor-faktor yang 

berperan dalam pelaksanaannya. Teori 

dalam penelitian ini adalah Model Proses 

Implementasi Kebijakan Van Meter dan 

Van Horn, yang menyatakan bahwa 

kinerja kebijakan dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor yang saling berhubungan, 

termasuk standar dan tujuan kebijakan, 

ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 

karakteristik organisasi pelaksana, sikap 

pelaksana, dan komunikasi antara 

pelaksana. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metodologi penelitian kualitatif karena 

tujuan permasalahan yang diteliti adalah 

untuk mengungkap dan memberikan 

gambaran yang sistematis, faktual dan 

akurat, serta memperoleh pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang Program 

Tata Laksana Balita Dengan Masalah Gizi 

di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. 



Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 

Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera 

Utara. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling untuk mengumpulkan 

sampel dari berbagai sumber data, 

termasuk responden yang dianggap 

memiliki pengetahuan paling banyak 

tentang apa yang diharapkan dari 

masyarakat. Peneliti memanfaatkan data 

kualitatif yang berupa kompilasi teks dan 

informasi yang diperoleh dari studi 

kepustakaan. Peneliti memperoleh 

informasi melalui berbagai teknik, seperti 

observasi, wawancara, pemeriksaan 

dokumen, dan kajian pustaka. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan 

metode kualitatif karena data yang 

dihasilkan berupa deskripsi atau rangkaian 

kata-kata. 

Peneliti melakukan reduksi data 

dengan memilih data dan kemudian 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan 

memodifikasi data mentah. Selanjutnya 

peneliti melanjutkan proses reduksi dengan 

cara menyaring, mengkategorikan, dan 

membimbing data, menghilangkan unsur-

unsur yang tidak perlu, dan menyusun data 

hingga peneliti sampai pada suatu 

kesimpulan akhir. 

Hasil dan Pembahasan 

Peneliti mengumpulkan hasil dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dengan beberapa informan. Informan 

dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

terkait dan pihak-pihak yang dianggap 

dapat memberikan informasi tentang 

pelaksanaan program tata laksana balita 

dengan masalah gizi di Kecamatan 

Kabanjahe Kabupaten Karo.  

Implementasi Program Tata Laksana 

Balita Dengan Masalah Gizi di 

Kecamatan Kabanjahe Kabupaten 

Karo 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar kebijakan merupakan 

dasar hukum atau pedoman untuk 

pembuatan kebijakan yang memiliki 

sasaran untuk memberikan fokus pada 

hasil yang diharapkan. Berdasarkan 

standar dan sasaran kebijakan dalam 

program tata laksana balita dengan 

masalah gizi di Kecamatan Kabanjahe, 

pihak-pihak terkait sudah cukup baik 

dalam menentukan standar dan sasaran 

kebijakan karena pelaksanaan program 

sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Kecamatan Kabanjahe mempunyai  

alat antropometri sebagai acuan bagi 

pelaksana kebijakan dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan tentang Standar 

Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 



untuk menilai status gizi balita 

terkhususnya dalam program tata laksana 

balita dengan masalah gizi. Penggunaan 

antropometri di Kecamatan Kabanjahe 

sebagai pengukuran tinggi badan untuk 

menentukan stunting balita, pengukuran 

berat badan, serta grafik pertumbuhan 

sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya 

untuk membandingkan distribusi standar 

populasi sebaya balita. 

Sasaran kebijakan mencakup 

peningkatan akses pelayanan kesehatan 

dan populasi sasaran kebijakan. Sasaran 

dalam program tata laksana balita dengan 

masalah gizi di Kecamatan Kabanjahe 

Kabupaten Karo adalah balita dengan 

kelompok umur 0-23 bulan dan kelompok 

umur 24-59 bulan. Jumlah balita kurus 

yang memerlukan makanan tambahan pada 

tahun 2020 sebanyak 1832 orang. Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang sering 

berpindah-pindah. Tingkat mobilisasi 

penduduk yang tinggi memungkinkan 

adanya pendatang yang sering berpindah 

alamat dan dengan kondisi kesehatan ibu 

dan anak yang beresiko tinggi dan kurang 

terpantau (Renstra Dinkes Kab Karo 2021-

2026).  

Dapat dilihat bahwa target dari 

sasaran kebijakan dalam program ini 

cukup baik diterapkan di Kecamatan 

Kabanjahe karena kebijakan percepatan 

penurunan stunting telah direncanakan 

sejak tahun 2020 dengan hasil 2,83% pada 

tahun 2023. 

b. Sumber daya 

Sumber daya manusia atau 

ketenagaan merupakan bagian penting dan 

perlu mendapat perhatian khusus dalam 

meningkatkan pelayanan, khususnya 

pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas). Jumlah tenaga kesehatan di 

Puskesmas Kabanjahe sebanyak 102 

pegawai dengan tugas masing-masing. 

Dapat dinyatakan bahwa Puskesmas 

Kabanjahe sudah memenuhi acuan 

ketersediaan jumlah pegawai sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat. Puskesmas Kabanjahe sudah 

cukup  baik memenuhi jumlah petugas gizi 

yang ikut mengimplementasikan program 

tata laksana balita dengan masalah gizi. 

Sehingga persiapan pegawai dalam 

mengimplementasikan tugas pokok dan 

fungsi telah ikut menyukseskan program 

tersebut. 

Sumber daya finansial merupakan 

sumber daya yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional, investasi 

dan ekspansi. Anggaran berasal dari dana 

BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang 

digunakan untuk belanja operasional 

program prioritas upaya kesehatan 



masyarakat. Dana BOK ini sudah sesuai 

dengan target sasaran kebijakan 

program.Bupati Kabupaten Karo 

mengarahkan seluruh Kepala Desa (Kades) 

untuk mengalokasikan dana desa (DD) 

untuk pencegahan stunting di desa masing-

masing. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dikatakan bahwa tiap-tiap desa di 

Kabupaten Karo memang wajib 

mengalokasikan dana untuk percepatan 

penurunan stunting. 

Sumber daya waktu menjadi 

indikator penting untuk melaksanakan 

program. Sumber daya waktu merujuk 

pada ketersediaan waktu yang dimiliki 

oleh para pelaksana dan masyarakat untuk 

melaksanakan program. Pada bulan 

Februari dan Agustus puskesmas 

memberikan vitamin A bagi balita. 

Penjadwalan pemberian vitamin A 

memudahkan perencanaan dan 

implementasi program kesehatan 

masyarakat. Kedua bulan tersebut dapat 

dijadwalan bersamaan dengan kegiatan 

kesehatan lainnya seperti pemeriksaan 

kesehatan anak-anak atau posyandu. Tiga 

bulan berturut-turut puskesmas 

memberikan PMT pada bayi dengan 

kondisi gizi buruk. 

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Kompetensi dan ukuran staf suatu 

badan merupakan dua aspek penting 

dalam menilai kualitas dan efektivitas 

suatu organisasi. Sesuai dengan Peraturan 

Badan Kepegawaian Negara Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang 

Pembinaan Penyelenggara Penilaian 

Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, 

diperlukan penilaian untuk melihat 

kompetensi pegawai di pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan program tata laksana 

balita dengan masalah gizi, para pegawai 

telah mencakup beberapa kompetensi 

tersebut. Tugas dan tanggung jawab 

dilakukan oleh masing-masing pihak 

sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

setiap informan. Kompetensi pegawai 

dapat dilihat dari komitmen dan 

keberlangsungan kegiatan-kegiatan 

program selama setahun penuh.  

Tingkat pengawasan hierarkis 

terhadap keputusan merujuk pada tingkat 

di mana keputusan dibuat dan diawasi 

dalam struktur organisasi yang berjenjang. 

Pengawasan hierarkis terhadap keputusan 

berfungsi untuk memastikan bahwa 

keputusan-keputusan yang diambil sejalan 

dengan visi, misi dan tujuan organisasi 

secara keseluruhan. Pada program tata 

laksana balita dengan masalah gizi di 

Kecamatan Kabanjahe, dinas kesehatan 

berperan sebagai pengawas yang 

membawahi tiap-tiap puskesmas di 

Kabanjahe. Puskesmas Kabanjahe juga 

melakukan monitoring terhadap kader-



kader di desa/kelurahan dan ikut terjun 

untuk melaksanakan implementasi 

program. 

d. Sikap Para Pelaksana 

Pemahaman tentang kebijakan 

dapat merujuk pada sikap, kesiapan, atau 

kesediaan dari pihak-pihak terkait dalam 

melaksanakan program stunting. 

Pemahaman para pelaksana tentang 

kebijakan program tata laksana balita 

dengan masalah gizi di Kecamatan 

Kabanjahe sudah cukup baik karena 

program stunting telah berjalan sejak tahun 

2020 dan di tahun 2023 program ditambah 

dengan PMT di desa-desa/kelurahan. 

Pelatihan kader-kader di tiap 

desa/kelurahan tahun 2023 lalu membuat 

kegiatan pemberian PMT kepada balita di 

Kecamatan Kabanjahe membuat pegawai 

paham akan tujuan program, sasaran 

intervensi dan tanggung jawab masing-

masing. 

Komitmen dan tanggung jawab 

pelaksana program adalah aspek penting 

dalam menjalankan program dengan baik 

dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Karo 

Tahun 2021–2026, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karo telah berkomitmen dan 

bertanggung jawab dalam menyusun 

rencana kerja dan anggaran inisiatif bagian 

kesehatan dan gizi keluarga yang 

menangani kesehatan ibu, anak, remaja, 

dan orang tua. Pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Kabanjahe melakukan 

koordinasi lintas program dan sektor untuk 

menangani kesehatan keluarga dan gizi 

yang berkaitan dengan kesehatan ibu, 

anak, remaja, dan lanjut usia sebagai 

bagian dari program penanganan balita 

kesulitan gizi. Selain itu, dinas kesehatan 

memberikan tugas kepada bawahan 

berdasarkan bidang keahliannya dan 

memberikan arahan baik tertulis maupun 

lisan. Puskesmas yang berada di bawah 

naungan pelayanan kesehatan juga 

berkomitmen dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan inisiatif kesehatan 

individu kelas satu serta inisiatif kesehatan 

masyarakat, dengan fokus pada inisiatif 

promotif dan preventif di wilayah 

Kabanjahe. 

Kesesuaian pelaksana harus sesuai 

dengan karakteristik sehingga penting 

untuk memilih pelaksana yang sesuai 

dengan tujuan program. Para pelaksana 

program tata laksana balita dengan 

masalah gizi di Kecamatan Kabanjahe 

terdiri dari banyak pihak seperti dinas 

kesehatan, kecamatan, puskesmas dan 

sebagainya. Salah satu indikator untuk 

melihat sikap para pelaksana adalah 

pemahaman pelaksana terhadap program, 

komitmen serta tanggung jawab para 

pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati 



Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas 

Daerah Kabupaten Karo. Berdasarkan 

informasi yang ditemui, sikap para 

pelaksana program sudah cukup baik 

dalam menjalanan tugasnya. Komitmen 

dan tanggung jawab oleh para pelaksana 

program dalam rangka menyukseskan 

penurunan jumlah balita kurus yang 

mendapat makanan tambahan juga dapat 

dilihat dari penurunan drastis angka 

stunting di tahun 2023. 

e. Komunikasi Antar Organisasi Terkait 

dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan 

Ketetapan komunikasi dengan para 

pelaksana merupakan aspek penting dalam 

penyampaian informasi. Penyebaran 

informasi oleh pelaksana kebijakan 

kesehatan masyarakat terkhususnya 

masalah stunting di lingkungan 

masyarakat Kecamatan Kabanjahe sudah 

cukup baik. Komunikasi antar pelaksana 

yang berinteraksi langsung dengan 

masyarakat adalah puskesmas, bidan dan 

kader PKK. Teknologi komunikasi 

digunakan sebagai komunikasi antara 

pelaksana program, pemberian informasi 

kesehatan, pengiriman pengingat dan 

jadwal, dan pemantauan jarak jauh oleh 

pihak terkait. Komunikasi tersebut 

kemudian diterapkan oleh pihak-pihak 

terkait dan lebih lanjut menggunakan 

aplikasi WhatsApp agar seluruh informasi 

dapat diakses pihak internal dengan 

mudah.  

Konsistensi atau keseragaman 

informasi merujuk pada kecocokan atau 

konsitensi pesan yang disampaikan oleh 

berbagai sumber atau saluran komunikasi. 

Konsistensi dalam mengomunikasikan 

informasi program tata laksana balita 

dengan masalah gizi di Kecamatan 

Kabanjahe Kabupaten Karo sudah cukup 

baik karena sering dilaksanakan rapat atau 

diskusi dengan pihak desa/kelurahan untuk 

mempercepat penurunan stunting. 

Komunikasi yang baik dan konsisten 

dilakukan oleh para pelaksana sehingga 

mencapai tujuan program dengan efektif 

dan dapat memberikan informasi yang 

sesuai dengan data sesungguhnya.  

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan 

Politik 

 Pengetahuan masyarakat terhadap 

program berperan penting dalam 

keberlangsungan program. Informasi 

mengenai lingkungan sosial dan ekonomi 

tentunya membutuhkan tanggapan dari 

masyarakat langsung karena masyarakat 

berperan sebagai pelaku dalam program. 

Pada umumnya tanggapan masyarakat 

positif terkait program karena gratis 

mendapatkan suplementasi dari puskesmas 

dan posyandu namun masih terdapat 



beberapa ibu balita yang enggan untuk 

mengikuti program walaupun mereka 

bersikap positif terhadap program. 

Menurut tenaga kesehatan, penyebab 

sebagian ibu-ibu balita dengan masalah 

gizi enggan mengikuti program adalah 

karena malu sehingga harus sistem jemput 

bola yaitu mengantarkan langsung PMT ke 

rumah-rumah oleh kader-kader. Hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh sifat 

masyarakat Kecamatan Kabanjahe 

memiliki tingkat mobilisasi penduduk 

yang tinggi memungkinkan adanya 

pendatang yang sering berpindah alamat 

dan dengan kondisi kesehatan ibu dan anak 

yang beresiko tinggi dan kurang terpantau 

(Renstra Dinkes Karo 2021-2016). 

 Keterjangkauan ekonomi 

masyarakat terhadap program gratis adalah 

faktor penting yang memengaruhi 

efektivitas dan penerimaan program 

tersebut. Faktor-faktor yang mencakup 

keterjangkauan ekonomi masyarakat 

terhadap program gratis adalah 

aksesibilitas lokasi, informasi dan 

kesadaran, persepsi nilai dan sistem 

dukungan. Menurut Strategi Nasional 

Percepatan Pencegahan Stunting 2018–

2024 Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 

program penanggulangan stunting 

mendapatkan dana dari dana vertikal, 

sektoral, dekonsentrasi, tugas pembantuan, 

subsidi, hibah hitam, hibah khusus, dan 

APBDes. Pelaksanaan program dapat 

diakses oleh masyarakat yang punya balita 

secara gratis sehingga tidak melihat status 

ekonomi masyarakat. 

 Lingkungan politik yang ada dalam 

pelaksanaan program tata laksana balita 

dengan masalah gizi di Kecamatan 

Kabanjahe dapat berbentuk regulasi 

pemerintah terkait program. Peraturan 

pemerintah memiliki peranan yang penting 

dalam menyusun kebijakan, 

mengalokasikan sumber daya, 

memfasilitasi implementasi-implementasi 

program dan memobilisasi dukungan 

masyarakat. Regulasi Pemerintah 

Kecamatan Kabanjahe menyediakan 

anggaran yang memadai untuk program-

program penanganan stunting, termasuk 

pendanaan untuk program kesehatan. 

Anggaran sudah mencukupi untuk 

pelaksanaan program karena setiap desa 

wajib menganggarkan dana desa sebanyak 

20% untuk percepatan penurunan stunting 

dan sudah sesuai dengan target kebijakan 

yang direncanakan. Desa juga 

mengalokasikan dana sesuai dengan 

Permendes sedangkan kelurahan belum 

mempunyai rujukan sehingga mengacu 

kepada kecamatan. Dengan adanya 

lingkungan politik seperti regulasi 

kecamatan, maka pendanaan program 

lebih merata. 



Faktor Pendukung dan Penghambat 

Implementasi Program Tata Laksana 

Balita Dengan Masalah Gizi Di 

Kecamatan Kabanjahe Kabupaten 

Karo 

a. Faktor Pendukung Implementasi 

Legitimasi kebijakan merujuk pada 

penerimaan atau pengakuan dari 

masyarakat atau pemangku kepentingan 

yang relevan terhadap kebijakan yang 

diadopsi atau diterapkan oleh pemerintah. 

Hal tersebut menyangkut kesesuaian, 

keadilan dan keabsahan kebijakan dalam 

pandangan masyarakat. Legitimasi 

kebijakan berasal dari pusat dan menjadi 

acuan daerah untuk membuat kebijakan. 

Kabupaten Karo memiliki standar 

kebijakan yang berasal dari pusat hingga 

menjadi acuan untuk membuat program 

kebijakan. Pelaksanaan program tata 

laksana balita dengan gizi buruk didasari 

oleh Buku Tata Laksana Gizi Buruk oleh 

Kementerian Kesehatan RI 2019. 

Sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang ada, legitimasi kebijakan 

menggunakan Buku Tata Laksana Gizi 

Buruk oleh Kementerian Kesehatan RI 

2019 sebagai program stunting di 

Kabupaten karo. Kemudian 

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan 

bupati tentang pencegahan 

penanggulangan stunting di Kabupaten 

Karo yang mendukung pelaksanaan 

implementasi program.  

Dukungan pemerintah terhadap 

program penanganan stunting sangat 

penting dalam mengatasi masalah gizi 

balita. Pemerintah dapat menetapkan 

kebijakan nasional yang fokus pada 

penurunan prevalensi stunting seperti 

rencana aksi sosial dan strategi jangka 

panjang untuk mendukung program gizi 

dan kesehatan ibu dan anak seperti 

pemberian suplemen gizi. Bentuk 

dukungan yang diberikan oleh dinas 

kesehatan adalah dengan mengajak dan 

mendukung pegawai agar semangat dalam 

mencapai tujuan di akhir tahun, 

dilaksanakannya monev atau monitoring 

dan evaluasi, serta dilakukannya 

pencatatan dan pelaporan. Dukungan yang 

diberikan ke masyarakat agar tercapainya 

sasaran program adalah membuat brosur-

brosur penurunan stunting. Dukungan 

yang diberikan oleh puskesmas adalah 

mendukung target program, mengajak 

masyarakat agar ikut serta aktif dalam 

melaksanakan program dan ikut 

menyukseskan PMT selama tiga (3) bulan 

setiap harinya ke masyarakat. Berdasarkan 

dukungan yang telah diberikan dari pihak-

pihak terkait, pelaksanaan program dapat 

berjalan dengan cukup baik karena 

dukungan para pelaksana berupa strategi 

untuk mengajak masyarakat turut serta 



aktif ikut dalam kegiatan kesehatan balita, 

edukasi bagi masyarakat terkait program 

dan dukungan fasilitas bagi yang 

membutuhkan. 

Teknologi komunikasi menjadi 

salah satu faktor pendorong yang 

signifikan dalam implementasi program 

tata laksana balita dengan masalah gizi. 

Penggunaan teknologi komunikasi dapat 

meningkatkan efektivitas berbagai 

program tata laksana balita dengan 

masalah gizi. Aplikasi media sosial seperti 

Facebook dan Instagram dapat digunakan 

untuk menyebarkan informasi dan edukasi 

mengenai stunting. Puskesmas Kabanjahe 

mempunyai platform media sosial seperti 

Facebook dan Instagram dengan tujuan 

menyebarkan foto dan video edukatif bagi 

masyarakat. 

Aplikasi WhatsApp digunakan 

sebagai saluran komunikasi langsung 

antara pihak-pihak lapangan dengan pihak-

pihak terkait untuk mengirim pesan 

informasi seperti foto atau video balita 

dengan masalah gizi. Hal tersebut 

memudahkan pemantauan jarak jauh oleh 

para pegawai kesehatan Kabanjahe. 

Aplikasi ini digunakan pihak-pihak yang 

terlibat untuk melakukan pemantauan data 

kesehatan ibu dan anak secara real-time. 

Data ini dapat digunakan untuk melakukan 

analisis, mengidentifikasi wilayah dengan 

prevalensi gizi buruk tinggi dan 

merancang intervensi yang lebih tepat 

sasaran. Kecamatan Kabanjahe 

mempunyai grup Kabanjahe Sehat untuk 

mendorong percepatan terlaksananya 

program. 

Alur pendanaan program merujuk 

pada rangkaian langkah-langkah yang 

terlibat dalam mendapatkan dan 

mengalokasikan sumber daya keuangan 

untuk mendukung implemetasi sebuah 

program. Dana program berasal dari 

banyak sumber seperti APBD, DAK, 

APBDes dan sebagainya. Alur pendanaan 

program tata laksana balita dengan 

masalah gizi di Kecamatan Kabanjahe 

berasal dari pusat hingga ke daerah. 

Berdasarkan informasi dari Strategi 

Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 

2018-2024 Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 

pelaksanaan program penanggulangan 

stunting mendapatkan sumber dana dari 

dana vertikal, dana sektoral, dana 

dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, 

subsidi, black grant, specific grant dan 

APBDes. Dapat disimpulkan bahwa alur 

pendanaan program berasal dari pusat 

hingga ke desa. 

b. Faktor Penghambat Implementasi 

 Partisipasi masyarakat melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam berbagai 

tahapan program yang dapat meningkatkan 



pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan 

terhadap intervensi yang dilakukan. 

Masyarakat dapat diajak untuk 

berpartisipasi dalam forum-forum 

pengambilan keputusan terkait program 

stunting seperti pertemuan komunitas atau 

kelompok konsultasi. Dalam 

implementasinya, partisipasi masyarakat 

menjadi faktor penghambat program tata 

laksana balita dengan masalah gizi di 

Kecamatan Kabanjahe. Masyarakat 

mampu mengikuti program karena gratis 

diakses oleh ibu balita dengan gizi kurang. 

Namun, indikator tersebut tidak 

dilaksanakan masyarakat dengan maksimal 

sehingga partisipasi masyarakat masih 

pasif dalam pelaksanaan program 

kesehatan. 

 Alat ukur yang belum sesuai 

dengan standard dapat menjadi faktor 

penghambat dalam kesehatan. 

Ketidakakuratan alat ukur dapat 

menyebabkan data yang tidak valid, 

kesalahan dalam pengambilan keputusan 

dan penilaian terhadap prevalensi stunting. 

Dari data menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan persentase balita Stunting di 

Kabupaten Karo dari tahun 2014 sampai 

tahun 2023. Pada tahun 2021 persentase 

stunting sebesar 17.18 %, tahun 2022 

terjadi penurunan sebesar 16,26 dan 

menurun kembali pada tahun 2022 sebesar 

8,88 %. Jika dibandingkan data hasil 

Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 

dengan data hasil ePPGBM terlihat 

kesenjangan yang sangat significant. Ini 

disebabkan karena pengukuran balita 

belum terlaksana dengan baik dan alat 

ukur yang belum sesuai dengan standard. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak 

balita yang belum diukur dan salah dalam 

pengukuran. Pusat kesehatan di 

Kecamatan Kabanjahe dilengkapi dengan 

fasilitas kesehatan dasar, termasuk 

pelayanan antenatal, pelayanan kesehatan 

ibu dan anak, pemeriksaan antropometri, 

pemberian gizi, serta layanan imunisasi. 

Namun penyebaran fasilitas kesehatan di 

desa maupun kelurahan belum 

menunjukkan alat yang memadai. 

 Kondisi wilayah di Kecamatan 

Kabanjahe menjadi wilayah 

keberlangsungan berjalannya program. 

Kabanjahe menjadi kecamatan terluas di 

Kabupaten Karo. Kabanjahe memiliki 

delapan desa dan lima kelurahan. 

Kabanjahe adalah sebuah kecamatan 

sekaligus menjadi ibu kota kabupaten di 

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. 

Hal tersebut menyebabkan banyak 

masyarakat yang berpindah-pindah tempat 

dari daerah lain. Pelaksanaan program 

telah dilaksanakan secara menyeluruh ke 

lingkungan konstitusional dan operasional 

ditiap desa maupun kelurahan di 

Kecamatan Kabanjahe namun dengan 



kondisi wilayah ibu kota, banyak 

masyarakat yang berpindah-pindah tempat 

sehingga membuat pelaksanaan program 

terhambat. 

Kesimpulan 

1. Implementasi Program Tata 

Laksana Balita dengan Masalah 

Gizi di Kecamatan Kabanjahe 

Kabupaten Karo. 

a. Aspek yang berjalan dengan cukup 

baik dalam implementasi Program 

Tata Laksana Balita dengan 

Masalah Gizi di Kecamatan 

Kabanjahe Kabupaten Karo adalah 

standar dan sasaran kebijakan 

dalam program tata laksana balita 

dengan masalah gizi di Kecamatan 

Kabanjahe. Indikator sumber daya 

dalam program tata laksana balita 

dengan masalah gizi di Kecamatan 

Kabanjahe sudah cukup baik yang 

terdiri dari sumber daya manusia, 

sumber daya waktu dan sumber 

daya anggaran. Indikator lain 

adalah karakteristik organisasi 

pelaksana sudah cukup baik sesuai 

dengan survey kepuasan 

masyarakat yang meningkat setiap 

tahunnya dari 80,45; 83,52 menjadi 

88,46. Indikator selanjutnya adalah 

sikap para pelaksana bidang 

kesehatan maupun dari kecamatan 

sudah cukup baik dalam 

pemahaman program di Kecamatan 

Kabanjahe. Indikator lain adalah 

komunikasi antar organisasi terkait 

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

mendapat hasil positif yang 

bermakna komunikasi dalam 

pelaksanaan program sudah cukup 

baik diterapkan oleh para 

pelaksana.  

b. Aspek yang belum baik adalah 

lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik dalam pelaksanaan program 

tata laksana balita dengan masalah 

gizi di Kecamatan Kabanjahe. 

Salah satu isu-isu strategis yang 

dihadapi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karo adalah persentase 

stunting pada balita masih tinggi. 

Ada beberapa masyarakat yang 

masih enggan mengikuti program 

karena kurang edukasi sehingga 

tidak teratur mengikuti program. 

2. Faktor Pendukung dan 

Penghambat Implementasi 

Program Tata Laksana Balita 

Dengan Masalah Gizi Di 

Kecamatan Kabanjahe 

Kabupaten Karo 

a. Faktor Pendukung Implementasi 

Program Tata Laksana Balita 

Dengan Masalah Gizi Di 

Kecamatan Kabanjahe Kabupaten 

Karo adalah Legitimasi kebijakan 

menggunakan Buku Tata Laksana 

Gizi Buruk oleh Kementerian 



Kesehatan RI 2019 sebagai 

program stunting di Kabupaten 

karo. Kemudian pelaksanaannya 

sesuai dengan peraturan bupati 

tentang pencegahan 

penanggulangan stunting di 

Kabupaten Karo. Dukungan 

pemerintah terhadap program 

penanganan stunting sangat penting 

dalam mendorong keberhasilan 

program. Teknologi komunikasi 

menjadi salah satu faktor 

pendorong yang signifikan dalam 

implementasi program tata laksana 

balita dengan masalah gizi. Alur 

pendanaan sudah pada proporsi 

masing-masing dan mencukupi 

keberlangsungan program karena 

berasal dari pusat hingga ke desa 

sehingga menjadi pendorong 

keberhasilan program tata laksana 

balita dengan masalah gizi di 

Kecamatan Kabanjahe. 

b. Faktor Penghambat Implementasi 

Program Tata Laksana Balita 

Dengan Masalah Gizi Di 

Kecamatan Kabanjahe Kabupaten 

Karo adalah partisipasi masyarakat 

masih kurang aktif atau pasif dalam 

mengikuti program karena orang 

tua yang sibuk bekerja atau 

berpindah-pindah tempat tinggal 

sehingga ini menjadi kendala 

dalam percepatan penurunan 

stunting. Alat ukur yang belum 

sesuai dengan standard, kondisi 

wilayah yang menjadi pusat 

administratif dan ibu kota 

kabupaten. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat temuan baru pada 

implementasi Program Tata 

Laksana Balita dengan Masalah 

Gizi di Kecamatan Kabanjahe 

Kabupaten Karo. Temuan baru 

berupa teknologi informasi dan 

komunikasi yang digunakan untuk 

meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan kesehatan. 

Teknologi informasi seperti 

platform aplikasi WhatsApp dapat 

menjadi fasilitas yang berguna 

untuk mendukung inisiatif 

kesehatan. Aplikasi WhatsApp 

digunakan sebagai saluran 

komunikasi langsung antara pihak-

pihak lapangan dengan pihak-pihak 

terkait untuk mengirim pesan 

informasi seperti foto atau video 

balita dengan masalah gizi. Hal 

tersebut memudahkan pemantauan 

jarak jauh oleh para pegawai 

kesehatan Kabanjahe. Penggunaan 

aplikasi WhatsApp dapat menjadi 

inovasi pelayanan program stunting 

bagi tenaga kesehatan dan 

masyarakat. Tujuan pembentukan 

grup dalam aplikasi ini adalah 



untuk membantu sasaran 

masyarakat berkomunikasi satu 

sama lain dan mendapatkan 

informasi tentang pelaksanaan 

program kerja yang akan 

dilaksanakan, khususnya di bidang 

kesehatan.  

Saran 

1) Perlu adanya pelaksanaan edukasi 

stunting bagi ibu-ibu balita, calon 

pengantin maupun orang tua. Ini 

merupakan salah satu isu-isu 

strategis yang dihadapi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karo. 

2) Penggunaan antropometri harus 

merata untuk memastikan 

pemantauan pertumbuhan anak 

yang akurat dan konsisten di 

seluruh wilayah Kabanjahe. Semua 

puskesmas dan posyandu harus 

memiliki alat ukur yang sesuai 

standar, seperti timbangan digital, 

stadiometer, dan pita lingkar 

lengan yang dikalibrasi dengan 

benar. 

3) Membuat rekam medis yang lebih 

baik agar catatan kesehatan anak 

tetap tersedia meskipun mereka 

berpindah tempat tinggal. Pihak 

kesehatan dapat memprioritaskan 

balita yang sudah lama bertempat 

tinggal di Kecamatan Kabanjahe 

agar pendataan lebih mudah. 

4) Penggunaan teknologi komunikasi 

harus dimaksimalkan seperti 

aplikasi WhatsApp untuk 

memudahkan komunikasi terkait 

program. Inovasi dapat dilakukan 

dengan membuat grup bersama 

masyarakat dan memberikan 

pengingat serta jadwal kegiatan-

kegiatan kesehatan. 
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